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TAHUN 2001 NOMOR 1 SERID

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

Menimbang

Mengingat

SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

coa.

WALIKOTA SEMARANG,

bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka pelaksanaan
Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu
segera diwujudkan;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah / Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Nomor
2 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun
1992. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamdya Daerah Tingkat II Semarang perlu ditinjau
kembali;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas dan dalam
rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, maka perlu diterbitkan
Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal
serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat I Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

Daerah adalah Kota Semarang;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
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3)

Walikota adalah Walikota Semarang;

Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam
menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

Tata Praja adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Semarang;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang;

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Semarang;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan vyang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Bagan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1),
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 3

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan kebijakan yang
ditetapkan oleh walikota.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam
lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan
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horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi
lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan
laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan diterima oleh Pemimpin Satuan Organisasi dari bawahan, wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk
memberikan petunjuk pada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peratuaran Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semaranng Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 2 tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dinyatakan tidak berlaku
lagi.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Semarang.
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Ditetepkan di  Semarang
Pada tanggal 30 Januari 2001
WALIKOTA SEMARNG

ttd
H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di semarang
pada tanggal 6 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd
SOEKAMTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 1
SERI D NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG
NOMOR : 1 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN DAN
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.

KEDUDUKAN
Pasal 1

(1) Sekretariat Daerah adalah merupakan Unsur Staf Pemerintahan Daerah.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenubhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD.

TUGAS
Pasal 2

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam
melaksanakan tugas penyelenggarakan pemerintahan, administrasi, organisasi,
dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat
Daerah.
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